
 
 

LAMPIRAN I  
PERATURAN      MENTERI        KEUANGAN  
NOMOR 96/PMK.06/2007 TENTANG TATA 
CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN, 
PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN 
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK 
NEGARA 

TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN  BARANG MILIK NEGARA 

I. Ketentuan Pokok Penggunaan Barang Milik Negara 

1. Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan harus ditetapkan status 
penggunaannya oleh Pengelola Barang. 

2. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang harus ditetapkan status 
penggunaannya oleh Pengelola Barang, yaitu: 

a. barang-barang yang mempunyai bukti kepemilikan, seperti sepeda motor, mobil, 
kapal, pesawat terbang;  

b. barang-barang dengan nilai perolehan di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta 
rupiah) per unit/satuan. 

3. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan sampai 
dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan ditetapkan status 
penggunaannya oleh Pengguna Barang. 

4. Barang Milik Negara pada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia (Polri) yang merupakan alat utama sistem persenjataan, tidak 
memerlukan penetapan status penggunaan dari Pengelola Barang. 

5. Pencatatan Barang Milik Negara diatur sebagai berikut :  

a. pencatatan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dilakukan dalam Daftar 
Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang untuk seluruh Barang Milik Negara yang 
berada dalam penguasaan pengguna/Kuasa Pengguna Barang; 

b. pencatatan oleh Pengelola Barang dilakukan dalam Daftar Barang Milik Negara untuk 
tanah dan/atau bangunan, dan barang lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 
di atas. 

6. Barang Milik Negara yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk penyertaan 
modal pemerintah pusat atau dihibahkan harus ditetapkan status penggunaannya oleh 
Pengelola Barang dengan terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawas fungsional. 

7. Barang Milik Negara yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna 
Barang, dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu 
tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan Barang Milik Negara tersebut setelah 
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pengelola Barang. 

8. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Negara 
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas 
pokok dan fungsinya kepada Pengelola Barang. 

9. Pengelola Barang menetapkan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan 
yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena sudah tidak digunakan untuk 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan. 

10. Dalam rangka optimalisasi Barang Milik Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
Pengguna Barang, Pengelola Barang dapat mengalihkan status penggunaan Barang Milik 
Negara dari suatu Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya. 
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11. Dalam hal Barang Milik Negara berupa bangunan dibangun di atas tanah pihak lain, 
usulan penetapan status penggunaan bangunan tersebut harus disertai perjanjian antara 
Pengguna Barang dengan pihak lain tersebut yang memuat jangka waktu, dan kewajiban 
para pihak. 

II. Tata Cara Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara 

1. Tata cara penetapan status penggunaan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau 
bangunan. 

a. Tahap persiapan  

1) Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang harus menyelesaikan dokumen 
kepemilikan (antara lain sertifikat tanah, IMB, dll.) atas Barang Milik Negara 
berupa tanah dan/atau bangunan yang pengadaannya atas beban APBN atau 
perolehan lainnya yang sah, untuk dijadikan dasar pengajuan permintaan 
penetapan status penggunaan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang. 

2) Penyelesaian dokumen kepemilikan atas tanah, berupa sertifikat atas nama 
Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir 1), diajukan 
kepada Kantor Pertanahan setempat. 

3) Penyelesaian dokumen perizinan atas bangunan sebagaimana dimaksud pada 
butir 1), dilakukan sebelum proses pembangunan dimulai. 

b. Tahap pengajuan usulan 

1) Kuasa Pengguna Barang mengajukan permintaan penetapan status penggunaan 
kepada Pengguna Barang disertai dengan asli dokumen kepemilikan dan 
dokumen pendukung lainnya atas tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan 
paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen kepemilikan. 

2) Pengguna Barang mengajukan permintaan penetapan status penggunaan kepada 
Pengelola Barang dengan disertai asli dokumen kepemilikan dan dokumen 
pendukung lainnya paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya usulan dari Kuasa 
Pengguna Barang. 

c. Tahap penetapan status penggunaan  

Pengelola Barang menetapkan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dengan 
keputusan. 

d. Tahap pendaftaran, pencatatan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan 

1) Pengelola Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan atas tanah dan/atau 
bangunan ke dalam Daftar Barang Milik Negara, dan menyimpan dokumen 
kepemilikan asli dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan salinan 
keputusan penetapan status penggunaannya. 

2) Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan tanah dan/atau 
bangunan ke dalam Daftar Barang Pengguna dan menyimpan fotokopi dokumen 
kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan asli keputusan 
penetapan status penggunaannya. 
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3) Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan ke dalam Daftar 
Barang Kuasa Pengguna atas tanah dan/atau bangunan dan menyimpan fotokopi 
dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan salinan 
keputusan penetapan status penggunaannya. 

2. Tata cara penetapan status penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau 
bangunan 

a. Tahap persiapan 

Kuasa Pengguna Barang harus menyelesaikan dokumen/bukti kepemilikan atau 
berita acara serah terima barang dari pihak lain atas perolehan Barang Milik Negara 
selain tanah dan/atau bangunan. 

b. Tahap pengajuan usulan 

1) Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penetapan status penggunaan kepada 
Pengguna Barang disertai dengan fotokopi dokumen/bukti kepemilikan atau 
berita acara serah terima dan dokumen pendukung lainnya paling lama 1 (satu) 
bulan sejak diterimanya dokumen/bukti kepemilikan atau berita acara serah 
terima. 

2) Dalam hal Kuasa Pengguna Barang merupakan instansi vertikal di daerah, Kuasa 
Pengguna Barang dimaksud dapat mengajukan permintaan penetapan status 
penggunaan barang kepada instansi vertikal Pengelola Barang di daerah setelah 
menerima kuasa untuk itu dari Pengguna Barang. 

3) Pengguna Barang mengajukan usul penetapan status penggunaan Barang Milik 
Negara selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang dengan disertai 
fotokopi dokumen kepemilikan atau berita acara serah terima barang, paling lama 
1 (satu) bulan sejak diterimanya usulan dari Kuasa Pengguna Barang. 

c. Tahap penetapan status penggunaan  

1) Pengelola Barang menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara selain 
tanah dan/atau bangunan setelah diterimanya permintaan beserta dokumen 
pendukung secara lengkap dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 

2) Status penggunaan barang ditetapkan dengan keputusan Pengelola Barang dalam 
rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa 
Pengguna Barang. 

d. Tahap pendaftaran, pencatatan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan 

1) Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara 
selain tanah dan/atau bangunan ke dalam Daftar Barang Pengguna dan 
menyimpan fotokopi dokumen kepemilikan menyatu dengan asli keputusan 
penetapan status penggunaan. 

2) Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik 
Negara selain tanah dan/atau bangunan ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna 
dan menyimpan asli dokumen kepemilikan menyatu dengan salinan keputusan 
penetapan status penggunaan. 
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3) Pengelola Barang melakukan pencatatan Barang Milik Negara selain tanah 
dan/atau bangunan berupa barang yang mempunyai bukti kepemilikan dan 
barang dengan nilai perolehan di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta 
rupiah) per unit/satuan ke dalam Daftar Barang Milik Negara, serta menyimpan 
salinan keputusan penetapan status penggunaannya. 

4) Pengelola Barang menghimpun laporan Barang Milik Negara selain tanah 
dan/atau bangunan. 

3. Tata cara penetapan status penggunaan Barang Milik Negara yang dioperasikan oleh 
pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi 
kementerian/lembaga   

a. Tahap persiapan 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyelesaikan dokumen kepemilikan atas 
perolehan Barang Milik Negara yang pengadaannya atas beban APBN atau perolehan 
lainnya yang sah, sebagaimana diatur pada angka Romawi II angka 1 dan angka 2 di 
atas. 

b. Tahap pengajuan usulan 
Pengguna Barang mengajukan permintaan penetapan status penggunaan Barang 
Milik Negara, yang akan dioperasikan oleh pihak lain, kepada Pengelola Barang 
disertai dengan penjelasan dan pertimbangan, dengan melampirkan asli dokumen 
kepemilikan /berita acara serah terima barang.   

c. Tahap penetapan status penggunaan  
1) Pengelola Barang menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara yang akan 

dioperasikan oleh pihak lain dengan keputusan setelah diterimanya usulan secara 
lengkap dari Pengguna Barang.  

2) Pengguna Barang menindaklanjuti keputusan penetapan status penggunaan 
Barang Milik Negara dengan membuat: 
a) keputusan penunjukan pengoperasian; dan 
b) berita acara serah terima pengoperasian Barang Milik Negara. 

3) Dalam hal Barang Milik Negara yang telah ditetapkan status penggunaannya 
untuk dioperasikan oleh pihak lain akan dialih-operasikan kepada pihak lainnya 
lagi, maka pelaksanaan pengalih-operasian tersebut harus dilaporkan kepada 
Pengelola Barang. 

4) Dalam hal Barang Milik Negara yang telah ditetapkan status penggunaannya 
untuk dioperasikan oleh pihak lain, kemudian akan digunakan kembali oleh 
Pengguna Barang, maka harus dimintakan persetujuan kembali untuk penetapan 
status penggunaan kepada Pengelola Barang. 

5) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dioperasikan 
kembali oleh pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. 

d. Tahap pendaftaran, pencatatan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan 

1) Pengelola Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara 
berupa tanah dan/atau bangunan yang dioperasikan oleh pihak lain ke dalam 
Daftar Barang Milik Negara dan menyimpan asli dokumen kepemilikan dan 
dokumen pendukung lainnya menyatu dengan salinan keputusan penetapan 
status penggunaannya. 
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2) Pengelola Barang menghimpun data Barang Milik Negara selain tanah dan/atau 
bangunan yang dioperasikan oleh pihak lain dan menyimpan fotokopi dokumen 
kepemilikan menyatu dengan salinan keputusan penetapan status 
penggunaannya. 

3) Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara ke 
dalam Daftar Barang Pengguna dan menyimpan asli/fotokopi dokumen 
kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan asli keputusan 
penetapan status penggunaannya. 

4. Tata cara penetapan kembali status penggunaan Barang Milik Negara berupa tanah 
dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan 
fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 

a. Tahap persiapan 

1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan Barang 
Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk 
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya kepada Pengelola 
Barang, disertai penjelasan mengenai lokasi dan kondisi tanah dan/atau 
bangunan. 

2) Pengelola Barang melakukan penelitian atas laporan yang disampaikan Pengguna 
Barang/Kuasa Pengguna Barang. 

3) Dalam hal terdapat permasalahan terkait dengan tanah dan/atau bangunan yang 
akan diserahkan, maka permasalahan tersebut terlebih dahulu harus diselesaikan 
oleh Pengguna Barang dan/atau bersama Pengelola Barang sesuai batas 
kewenangannya dan dapat melibatkan instansi yang terkait. 

b. Tahap penetapan penyerahan 

1) Berdasarkan laporan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pengelola 
Barang menetapkan keputusan mengenai penyerahan Barang Milik Negara berupa 
tanah dan/atau bangunan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang  
kepada Pengelola Barang. 

2) Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang tidak menyampaikan 
laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a poin 1, Pengelola Barang 
menetapkan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan, berdasarkan: 

i. hasil inventarisasi tanah dan/atau bangunan;  

ii. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan; atau 

iii. Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna 
Tahunan (LBPT). 

c. Tahap penghapusan 

Pelaksanaan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Kuasa 
Pengguna berpedoman pada tata cara penghapusan Barang Milik Negara 
sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini. 
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d. Tahap penyerahan 

1) Setelah dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar 
Barang Kuasa Pengguna, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 
menyerahkan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan kepada 
Pengelola Barang disertai fotokopi dokumen kepemilikan, keputusan penetapan 
status penggunaan asli, paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan 
penghapusan. 

2) Penyerahan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dituangkan 
dalam berita acara serah terima. 

e. Tahap pencatatan  

Berdasarkan berita acara serah terima barang, Pengelola Barang menyesuaikan catatan 
pada daftar Barang Milik Negara. 

f. Tindak lanjut penyerahan 

Atas penyerahan tanah dan/atau bangunan sebagaimana tersebut di atas, Pengelola 
Barang melakukan tindak lanjut sebagai berikut: 

1) menetapkan status penggunaan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 
instansi pemerintah lainnya;  

2) memanfaatkan dalam rangka optimalisasi Barang Milik Negara; atau 

3) memindahtangankan.  

5. Tata cara pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara antar Pengguna Barang 

a. Tahap pengajuan usulan 

1) Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan pengalihan status penggunaan 
kepada Pengguna Barang, disertai dengan, penjelasan,  pertimbangannya, dan 
dokumen pendukung, serta dokumen kepemilikan yang wajib disimpannya.  

2) Pengguna Barang meneliti usulan pengalihan status penggunaan. 

3) Pengguna Barang mengajukan usulan tersebut kepada Pengelola Barang, dengan 
disertai penjelasan dan pertimbangan, keputusan penetapan status penggunaan, 
serta surat pernyataan kesediaan menerima pengalihan Barang Milik Negara dari 
calon Pengguna Barang baru. 

b. Tahap persetujuan  

1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas usulan Pengguna Barang setelah 
diterimanya usulan secara lengkap, termasuk melakukan peninjauan lapangan 
dalam hal diperlukan. 

2) Berdasarkan hasil penelitian di atas, Pengelola Barang menerbitkan surat 
persetujuan pengalihan status penggunaan yang disampaikan kepada Pengguna 
Barang lama dan tembusannya disampaikan kepada Pengguna Barang baru. 

3) Surat persetujuan tersebut sekurang-kurangnya memuat: 

i. kewajiban Pengguna Barang lama untuk menghapus barang tersebut dari 
Daftar Barang Pengguna dengan keputusan Pengguna Barang; dan 
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ii. pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara tersebut dituangkan dalam 
berita acara serah terima antara Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang 
baru. 

c. Tahap penghapusan  

Pelaksanaan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna berpedoman pada tata cara 
penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan 
Menteri Keuangan ini. 

d. Tahap penetapan status penggunaan 

Berdasarkan laporan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Barang lama, 
Pengelola Barang menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan kepada 
Pengguna Barang baru. 

e. Tahap serah terima  

Pengguna Barang lama melakukan serah terima kepada Pengguna Barang baru, yang 
dituangkan dalam berita acara serah terima barang, paling lama 1 (satu) bulan sejak 
keputusan penghapusan dimaksud diterbitkan dan dilaporkan kepada Pengelola 
Barang. 

f. Tahap pencatatan 

1) Berdasarkan keputusan penetapan status penggunaan dari Pengelola Barang, 
Pengguna Barang baru mencatat ke dalam Daftar Barang Pengguna atas 
penyerahan barang tersebut untuk dipergunakan sesuai tugas pokok dan 
fungsinya dan menyimpan asli/fotokopi dokumen kepemilikan dan dokumen 
pendukung lainnya menyatu dengan asli keputusan penetapan status 
penggunaannya. 

2) Berdasarkan berita acara serah terima barang, Pengelola Barang menyesuaikan 
catatan dalam Daftar Barang Milik Negara. 

III. Ketentuan Peralihan 

1. Terhadap Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ada sebelum 
berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, wajib dilakukan penetapan status 
penggunaan oleh Pengelola Barang. Dalam hal tanah dan/atau bangunan tersebut belum 
dilengkapi dengan dokumen kepemilikan (antara lain sertifikat, IMB, dll.) Pengguna 
Barang wajib menyelesaikannya terlebih dahulu sebelum diajukan usulan penetapan 
status penggunaannya kepada Pengelola Barang.  

2. Pelaksanaan penetapan status penggunaan dimaksud di atas dilaksanakan dengan 
berpedoman pada prosedur sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan 
ini. 

 
MENTERI KEUANGAN, 
 
                  ttd. 
 
SRI MULYANI INDRAWATI 


